
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

      

  

LEMBAR PERSETUJUAN 

LAPORAN IMPLEMENTASI AKTUALISASI 

 

Bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXI Tahun 2022: 

Nama : Danda Prasna Satwika 

NDH : 05 

NIP : 19930923 202203 1 003 

Jabatan : Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan 

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

Judul Rancangan Aktualisasi : Optimalisasi Proses Layanan Persetujuan Lingkungan melalui 

Pembuatan “PETA LAYANGAN” (Inventarisasi Data Pelayanan 

dan Infografis Persetujuan Lingkungan) sebagai Upaya 

Peningkatan Pelayanan Perizinan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang 

 

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan pada Seminar Implementasi Aktualisasi pada Selasa, 19 Juli 

2022 bertempat di PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda. 

 

Mentor, 

 

 

 

Syapriansyah, S.Hut 

NIP. 19720404 200112 1 003 

Coach, 

 

 

 

Itcianday, SH., MH.  

NIP. 19860309 201801 1 001  



 

 

  



 

 

  



 

 

          

LEMBAR PENGESAHAN 

LAPORAN IMPLEMENTASI AKTUALISASI 

 

Bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa Laporan Rancangan Aktualisasi Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXI Tahun 2022: 

Nama : Danda Prasna Satwika 

NDH : 05 

NIP : 19930923 202203 1 003 

Jabatan : Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan 

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

Judul Rancangan Aktualisasi : Optimalisasi Proses Layanan Persetujuan Lingkungan melalui 

Pembuatan “PETA LAYANGAN” (Inventarisasi Data Pelayanan 

dan Infografis Persetujuan Lingkungan) sebagai Upaya 

Peningkatan Pelayanan Perizinan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang 

 

TELAH DISEMINARKAN pada Seminar Implementasi Aktualisasi pada Selasa, 19 Juli 2022 

bertempat di PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda. 

 

Mentor, 

 

 

Syapriansyah, S.Hut 

NIP. 19720404 200112 1 003 

 Coach, 

 

 

Itcianday, SH., MH.  

NIP. 19860309 201801 1 001 

 Penguji, 

 

 

Rokip Purnomo, S.E 

NIP. 19740430 200804 1 001 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salam. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa - Sang Hyang Widhi Wasa atas 

segala limpahan anugerah karunia-Nya sehingga laporan hasil aktualisasi dengan judul 

“Optimalisasi Proses Layanan Persetujuan Lingkungan melalui Pembuatan “PETA 

LAYANGAN” (Inventarisasi Data Pelayanan dan Infografis Persetujuan Lingkungan) sebagai 

Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang” dapat 

terselesaikan dengan baik. Laporan rancangan aktualisasi ini dibuat sebagai salah satu 

metode penanaman nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK kepada peserta CPNS dan 

dilaksanakan di unit kerja masing-masing peserta.  

Laporan rancangan aktualisasi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan 

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan XXI. Pelatihan dilakukan dengan metode 

blended learning, baik melalui media MOOC dan distance learning maupun secara 

klasikal di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi 

Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PUSLATBANG KDOD 

LAN) Samarinda tahun 2022. Terselesaikannya laporan hasil aktualisasi ini tidak lepas 

dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Kepala PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda; 

2. Penguji; 

3. Mentor; 

4. Coach; 

5. Seluruh Tim Pengajar PUSLATBANG KDOD LAN Samarinda; 

6. Teman-teman LATSAR GOL III Angkatan XXI; dan juga 

7. Seluruh pihak yang mendukung diselesaikannya laporan rancangan aktualisasi ini.  

Mohon maaf untuk kekurangan dalam penulisan laporan ini, Saran masukan yang 

membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga laporan hasil 

aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih. 

Salam. 

 

Samarinda, 17 Juli 2022 
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IDENTIFIKASI AKTUALISASI 

 

Latar Belakang Aktualisasi 

Terdapat 3 isu yang penulis amati terkait dengan tugas dan fungsi jabatannya sebagai 

fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, yaitu: 1. Belum optimalnya inventarisasi data 

keanekaragaman hayati di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengkajian Dampak 

Lingkungan; 2. Belum optimalnya pelayanan dan inventarisasi rekam jejak (history) data 

pelayanan pada proses perizinan persetujuan lingkungan di Bidang Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Pengkajian Dampak Lingkungan; serta 3. Belum terdapat inventarisasi 

hasil kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan yang telah dilakukan 

di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.  

Terkait isu pertama, saat ini data keanekaragaman hayati di Seksi Konservasi Sumber 

Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang masih terbatas dan banyak merujuk 

pada data sekunder dari provinsi ataupun penelitian. Data-data keanekaragaman hayati 

tersebut belum terinventarisasi dengan baik pada suatu database internal terpadu. Padahal, 

data-data tersebut kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan 

pengendalian dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara khusus. 

Hal ini besar kemungkinan karena baru terdapat 1 orang yang mengisi jabatan 

fungsional yaitu Pengawas Lingkungan Hidup di seksi tersebut, Jabatan ini pun sebenarnya 

masih kurang tepat sesuai tugas fungsi dan kompetensinya terkait pendataan 

keanekaragaman hayati sehingga belum dapat dilakukan inventarisasi dengan baik. 

Walaupun permasalahan hutan telah ditarik menjadi kewenangan provinsi, terdapatnya data 

keanekaragaman hayati sekunder yang terpadu akan membantu kegiatan pengendalian dan 

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Kemudian terkait isu kedua, berdasarkan hasil dengar pendapat dengan rekan kerja di 

jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan lain yang lebih senior juga rekan kerja 

di Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan, terdapat dua permasalahan yang yang umum 

ditemui pada proses perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Pertama yaitu 

lebih dari 50% atau setengah dari pemohon persetujuan lingkungan (pelaku usaha/ kegiatan) 

baru dinilai kurang mampu memahami alur proses beserta persyaratan pengajuan 

permohonan persetujuan lingkungan. Cenderung ditemui pemohon yang menyimpulkan 

persyaratan dokumen dan menyerahkan bukan persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini 

menyebabkan ketidakefektifan proses dan memperpanjang durasi pelayanan. 

 

 



 

 

Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya manusia (baru terdapat 2 orang, 

3 orang jika termasuk CPNS baru) dan tingginya beban kerja di Seksi Pengkajian Dampak 

Lingkungan seringkali menyebabkan kendala pembukuan kunjungan dan pengarsipan 

rekam jejak layanan yang tidak kontinyu dan kurang tertata. Salah satu dampaknya adalah 

akan sulit dilakukan pencarian berkas saat dilakukan pengusutan pelanggaran kasus 

lingkungan oleh pelaku usaha/ non-pelaku usaha. 

Kurangnya pemahaman mengenai proses perizinan lingkungan, terkhusus persetujuan 

lingkungan, tentu akan semakin memberatkan pemohon izin yang sudah merasa berat 

dengan syarat yang harus dipenuhi. Apalagi mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2021 menuntut pemohon izin untuk mempelajari kembali alur proses terbaru yang 

diterapkan. Pentingnya melakukan serangkaian inventarisasi rekam jejak layanan yang 

tertata akan membantu mengantisipasi kurangnya sumber daya manusia untuk 

mempercepat pencarian berkas pada saat terjadi kasus dan keperluan administrasi lain. 

Selain itu, penyediaan informasi alur proses perizinan yang informatif akan meningkatkan 

kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat memudahkan pemohon izin dalam mengurus 

persetujuan lingkungan.  

Terakhir terkait isu ketiga, kerusakan lingkungan dapat terkait secara langsung atau 

tidak langsung dengan pencemaran lingkungan. Apabila tidak terjadi/ minim terjadi 

pencemaran ke lingkungan hidup, maka kejadian kerusakan lingkungan hidup juga 

cenderung akan berada di kisaran minimum. Pencapaian pengendalian pencemaran 

lingkungan dapat dinilai melalui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH Nasional 

tahun 2021 mencapai 71,43. Nilai ini melebihi target yang ditentukan sebesar 68,96 

dikarenakan naiknya indeks kualitas rinciannya yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (KemenLHK, 2021). Nilai ini tentu merupakan suatu 

prestasi yang baik namun juga dapat menjadi ancaman apabila pemerintah terlena dengan 

nilai baik tersebut. 

Menurut salah satu pegawai yang bertugas mengurus administrasi di Bidang 

Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

belum terdapat database arsip kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan. Sudah dilakukan 

pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, namun 

hanya sebatas pada kegiatan yang mendapatkan porsi anggaran tahunan. Selain itu, bentuk 

arsip hanya sebatas fisik buku laporan tanpa dibuatkan databasenya dan juga tata letaknya 

pun baru berdasarkan tahun belum dikategorikan sesuai jenis kegiatannya, sehingga masih 

campur dan akan sulit dicari jika dibutuhkan pencarian data. Hal ini berpotensi menjadi 

masalah di kemudian hari apabila dibiarkan. 

 

 



 

 

 

Sejauh ini kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan yang penulis ketahui telah cukup 

baik dilakukan adalah penanaman pohon dan pembuatan biopori. Padahal mungkin dapat 

diinovasikan sesuai dengan kebutuhan dan kategori. Apalagi ditambah jika dibutuhkan 

pengambilan data untuk evaluasi sangat bergantung dari laporan kelurahan yang terlibat dan 

tidak ditindaklanjuti dengan inventarisasi internal DLH, sementara keberlanjutan kegiatan 

juga tidak tentu menyebabkan sulitnya dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan 

terhadap sasaran/ tujuan kegiatan. Salah satu kendala utama yang ditemui adalah terkait 

anggaran tahunan dari kegiatan yang masih berfokus hanya pada jumlah eventual 

kegiatannya sementara fokus keberlanjutannya masih kurang optimal. Selain itu juga 

kebutuhan anggaran operasional dan teknis harian yang cukup besar, juga membutuhkan 

tenaga sumber daya manusia sementara jumlahnya terbatas menyebabkan berkurangnya 

ruang untuk inovasi. 

Berdasarkan ketiga isu tersebut terpilih isu prioritas dengan menggunakan metode USG 

yaitu “Belum optimalnya pelayanan dan inventarisasi rekam jejak (history) data 

pelayanan pada proses perizinan persetujuan lingkungan di seksi pengkajian dampak 

lingkungan”. Demi mengatasi isu tersebut, maka dirumuskan gagasan pemecahan isu 

“Optimalisasi proses layanan persetujuan lingkungan melalui pembuatan “Peta 

Layangan” (Inventarisasi Data Pelayanan dan Infografis Persetujuan Lingkungan) 

sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang”. Penjabaran penentuan isu prioritas yang dipilih dapat dilihat pada Bab IV. 

Harapan penulis dengan menyelesaikan isu tersebut adalah terbentuknya karakter diri 

sebagai ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berdaya saing, serta mampu memecahkan 

permasalahan atau memiliki solusi yang tepat guna. 

Penyelesaian isu terpilih (core issue) di unit kerja Dinas Lingkunan Hidup Kota 

Bontang akan mendukung kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan good governance 

dalam beberapa hal sebagai berikut: 1) Smart ASN ditunjukkan dengan Calon PNS yang 

terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya menuju literasi digital, salah satunya 

menerapkan pembuatan infografis terkait alur proses perizinan lingkungan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang menggunakan aplikasi berbasis digital; 2) Manajemen 

ASN yang ditunjukkan dengan pemberian infografis alur proses persetujuan lingkungan 

sesuai PP No 22 Tahun 2021 dengan  benar sesuai prosedur kepada masyarakat yang 

membutuhkan persyaratan permohonan perizinan berusaha; 3) Whole of Government 

ditunjukkan dengan proses kolaborasi, koordinasi, serta integrasi kegiatan aktualisasi yang 

ditawarkan Calon PNS dengan program terkait perizinan lingkungan yang telah ada di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang; serta 4) Pelayanan Publik yang ditunjukkan 

dengan penyediaan pelayanan proses penerbitan persetujuan lingkungan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang yang lebih baik sesuai standar pelayanan 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

Penetapan Core Isu 

Pada proses penentuan isu prioritas 

di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang yang akan dipilih, penapisan 

akan menggunakan metode USG 

(Urgency, Seriousness, and Growth) 

yaitu melihat dari Urgency (U) yaitu 

seberapa mendesak suatu isu dibahas, 

dianalisis, dan ditindaklanjuti, 

Seriousness (S) yaitu seberapa sesrius 

suatu isi harus dibahas dikaitkan dengan 

akibat yang ditimbulkan, dan Growth (G) 

yaitu seberapa besar kemungkinan 

memburuknya isu tersebut jika tidak 

ditangani sebagaimana mestinya.  

Beberapa isu permasalahan yang 

terjadi di Dinas Lingkungan Hidup sesuai 

uraian tugas jabatan fungsional 

Pengendali Dampak Lingkungan 

menurut pengamatan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya inventarisasi data 

keanekaragaman hayati di seksi 

konservasi sumber daya alam  

2. Belum optimalnya pelayanan dan 

inventarisasi rekam jejak (history) 

data pelayanan pada proses perizinan 

persetujuan lingkungan di seksi 

pengkajian dampak lingkungan  

3. Belum terdapat inventarisasi hasil 

kegiatan pemulihan kerusakan 

lingkungan secara berkelanjutan yang 

telah dilakukan di seksi pengendalian 

kerusakan lingkungan 

Pada setiap variabel, skala USG 

dibuat dengan skala Likert pada rentang 

1 sampai dengan 5. Angka 1 berarti 

sangat tidak penting, angka 2 berarti 

tidak penting, angka 3 berarti netral, 

angka 4 berarti tidak penting, dan angka 

5 berarti sangat penting. Penilaian isu 

yang berkembang berdasarkan uraian 

tugas jabatan fungsional Pengendali 

Dampak Lingkungan menggunakan 

metode USG dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai 

pertimbangan penulis dalam melakukan 

pembobotan nilai pada metode USG 

tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

 

1. Terkait isu pertama, pengaplikasian 

data keanekaragaman hayati walaupun 

dampaknya sangat luas namun belum 

bersifat substantif pada teknis 

sehingga penulis nilai belum dapat 

berdampak besar terhadap prioritas 

kebijakan Kota Bontang. Hal ini juga 

sejalan dengan kurangnya 

ketersediaan sumber daya manusia 

baik secara jumlah juga kompetensi 

yang menyebabkan pendataan masih 

bersifat insidentil/ eventual sehingga 

belum dapat mendukung pendataan 

secara berkala dan keputusan terkait 

tugas pendataan keanekaragaman 

hayati dikembalikan kepada 

Pemerintah Provinsi Kaltim. 



 

 

Tabel 4.1 Penapisan dan Pembobotan Isu Menggunakan Metode USG 

No Isu/Masalah di Unit Kerja Dampak Bila Isu Tidak Ditindaklanjuti 

Variabel 

Penilaian Total Peringkat 

U S G 

1 

Belum optimalnya inventarisasi 

data keanekaragaman hayati di 

seksi konservasi sumber daya 

alam 

a) Tidak terdapat data keanekaragaman 

hayati yang memadai untuk mendukung 

kegiatan pengendalian dan pencegahan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

b) Tidak dapat diketahui potensi 

keekonomian dan tingkat kerusakan 

lingkungan berdasarkan indeks 

keanekaragaman hayati 

c) Tidak dapat dilakukan perumusan 

kebijakan terkait lingkungan hidup 

berdasarkan analisis keanekaragaman 

hayati 

4 4 4 12 2 

2 

Belum optimalnya pelayanan 

dan inventarisasi rekam jejak 

(history) data pelayanan pada 

proses perizinan persetujuan 

lingkungan di seksi pengkajian 

dampak lingkungan 

a) Cenderung dilakukannya penyimpulan 

sepihak akibat kekurangpahaman terhadap 

alur proses perizinan dari pihak pelaku 

usaha/ kegiatan selaku pemohon izin. Hal 

ini menyebabkan durasi proses penerbitan 

persetujuan lingkungan yang lebih 

panjang 

b) Rekam jejak data kegiatan dalam proses 

pelayanan yang tidak tertata akan 

menyulitkan saat dilakukan pengusutan 

pelanggaran kasus lingkungan oleh pelaku 

usaha/ kegiatan 

4 5 4 13 1 



 

 

No Isu/Masalah di Unit Kerja Dampak Bila Isu Tidak Ditindaklanjuti 

Variabel 

Penilaian Total Peringkat 

U S G 

c) Rekam jejak data kegiatan dalam proses 

pelayanan layanan perizinan lingkungan 

yang tidak optimal akan menyulitkan 

dalam melakukan rekap administrasi 

evaluasi reformasi birokrasi DLH 

Bontang 

3 

Belum terdapat inventarisasi 

hasil kegiatan pemulihan 

kerusakan lingkungan secara 

berkelanjutan yang telah 

dilakukan di seksi pengendalian 

kerusakan lingkungan 

• Tidak dimilikinya inventarisasi berupa 

database rekam data kegiatan pemulihan 

kerusakan lingkungan  

• Tidak dapat dilakukan evaluasi untuk 

penentuan prioritas pemulihan kerusakan 

lingkungan dengan optimal 

• Penyusunan prioritas kegiatan pemulihan 

kerusakan lingkungan akan cenderung kurang 

inovasi karena terus mengarah hanya ke 

kegiatan yang mendapat anggaran tahunan 

3 3 4 10 3 

 

 

 



 

 

Selain itu tata kelola pemerintahan di 

Bontang terkait bidang lingkungan 

pada unsur kritikal lain seperti 

penegakan perizinan lingkungan yang 

masih cukup baik penulis nilai masih 

dapat mengantisipasi isu tersebut 

sehingga didapatkanlah pembobotan 

nilai U=4; S=4; dan G=4 dengan total 

skor 12. 

 

2. Terkait isu kedua, perizinan 

lingkungan merupakan salah satu 

penyangga kritikal/ utama pada 

penyelenggaraan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di 

Kota Bontang sehingga dampak yang 

ditimbulkan apabila tidak terlaksana 

sesuai ketentuan dapat berakibat 

sangat fatal pada tingkat teknis terkait 

kualitas lingkungan. Tata laksana 

pelayanan perizinan di seksi 

Pengkajian Dampak Lingkungan 

sudah termasuk sangat baik, namun 

dikarenakan kurangnya jumlah 

sumber daya manusia maka penulis 

pertimbangkan perlu untuk dilakukan 

optimalisasi dalam sisi efektifitas 

pemberian informasi terkait layanan 

perizinan kepada pemohon izin dan 

juga inventarisasi berkas rekam jejak 

pelayanan agar pelayanan dan 

pemenuhan standar pelayanan tetap 

dapat dilakukan dengan baik namun 

juga efektif. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut diperoleh 

pembobotan nilai U=4; S=5; dan G=4 

dengan total skor 13. 

3. Terakhir terkait isu ketiga, 

inventarisasi hasil kegiatan 

pemulihan kerusakan lingkungan 

yang telah dilakukan adalah salah 

satu bukti pengamalan nilai 

BerAKHLAK yaitu Akuntabel di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang. Data yang diperoleh dapat 

digunakan untuk evaluasi kinerja 

instansi juga digunakan untuk 

penentuan prioritas kegiatan 

selanjutnya. Apabila secara manual 

saja belum terarsipkan dengan baik 

pada suatu database, maka besar 

kemungkinan akan sulit untuk 

mendigitalisasi data. Hal ini tentu 

tidak mendukung program 

pemerintahan menuju smart 

governance. Walaupun sangat jarang 

kasus kerusakan lingkungan parah 

yang terjadi karena pelaksanaan 

perizinan dan pengawasan 

lingkungan hidup yang baik di Kota 

Bontang sehingga hal ini belum 

mendesak untuk dilakukan, namun 

alangkah baiknya mengantisipasi 

kemungkinan tersebut untuk waktu 

yang akan datang. Hal ini untuk 

mencegah pola pikir bahwa prioritas 

kegiatan yang mendapat anggaran 

yang perlu dibuatkan laporan 

sehingga tidak dilakukan inovasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut 

diperoleh pembobotan nilai U=3; S=3; 

dan G=4 dengan total skor 10. 

 

 



 

 

Berdasarkan hasil pembobotan isu 

menggunakan metode USG pada Tabel 

4.1 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa 

isu “Belum optimalnya pelayanan dan 

inventarisasi rekam jejak (history) data 

pelayanan pada proses perizinan 

persetujuan lingkungan di seksi 

pengkajian dampak lingkungan” memiliki 

skor tertinggi sehingga diprioritaskan 

untuk segera dicarikan solusi dan 

menyelesaikan permasalahan isu tersebut. 

 

Diperlukan gagasan untuk menyelesaikan isu “Belum optimalnya pelayanan dan 

inventarisasi rekam jejak (history) data pelayanan pada proses perizinan persetujuan 

lingkungan di seksi pengkajian dampak lingkungan”. Gagasan pemecahan isu yang akan 

penulis lakukan adalah Pembuatan “Peta Layangan : Inventarisasi Data Pelayanan dan 

Infografis Persetujuan Lingkungan” sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan di 

seksi pengkajian dampak lingkungan. Gagasan pemecahan isu ini kemudian dirincikan ke 

dalam 4 kegiatan yaitu : 

 

1. Melakukan survey pendahuluan terkait proses layanan persetujuan lingkungan sebagai 

bahan referensi pembuatan infografis 

2. Membuat infografis alur layanan dan persyaratan persetujuan lingkungan kemudian 

publikasi melalui media standing banner, brosur leaflet, web, dan instagram. 

3. Optimalisasi layanan persetujuan lingkungan melalui pengarsipan/ inventarisasi rekam 

jejak (history) proses penilaian dokumen lingkungan dan penataan buku kunjungan. 

4. Sosialisasi kegiatan Latsar melalui mekanisme pemaparan dan diskusi kepada internal 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

 

Pelaksanaan gagasan kegiatan penyelesaian isu pada rangkaian aktualisasi dapat 

memberikan kontribusi kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup berupa pemberian 

pelayanan persetujuan lingkungan yang memuaskan kepada pelaku usaha dan/ atau 

kegiatan selaku pemohon izin. Selain itu, pendataan/ inventarisasi rekam jejak pelayanan 

perizinan juga mendukung tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang lebih baik serta 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi Dinas Lingkungan Hidup 

yaitu ”Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bontang” 

dan misi Dinas Lingkungan Hidup terutama misi kedua yaitu “Melakukan Penaatan dan 

Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup”. Selanjutnya untuk penjabaran tahapan dan 

keterkaitannya dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK dari masing-masing kegiatan dapat 

dilihat pada matriks rancangan aktualisasi. 

 

 



 

 



 

 

Matriks Rancangan Aktualisasi 

Nama : Danda Prasna Satwika, S.T. 

NIP : 19930923 202203 1 003 

NDH : 05 

Unit Kerja : Unit Kerja Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang  

  (Posisi Tentatif di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengkajian Dampak Lingkungan) 

Isu yang diangkat : Belum optimalnya pelayanan dan inventarisasi rekam jejak (history) data pelayanan pada proses layanan 

persetujuan lingkungan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengkajian dampak lingkungan  

Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Proses Layanan Persetujuan Lingkungan melalui Pembuatan “PETA LAYANGAN” (Inventarisasi 

Data Pelayanan dan Infografis Persetujuan Lingkungan) sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

1 2 3 4 5 

1. 

Melakukan survey pendahuluan terkait 

proses layanan persetujuan lingkungan 

sebagai bahan referensi pembuatan 

infografis 

 

1 
Melakukan konsultasi dengan 

mentor dan rekan kerja terkait 
Catatan konsultasi 

Berorientasi Pelayanan : 

Melakukan survey pendahuluan 

dengan ramah 

 

Akuntabel : Merahasiakan data 

mentah hasil survey pendahuluan 

sebagai bagian dari data internal 

Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bontang dan mempergunakannya 

secara bertanggunjawab dan sesuai 

keperluannya 

2 

Mendata sasaran survey yaitu 

pelaku usaha/ non-pelaku 

usaha yang menggunakan 

layanan tahun 2021-2022 

Daftar sasaran survey 



 

 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

1 2 3 4 5 

1. 

Melakukan survey pendahuluan terkait proses 

layanan persetujuan lingkungan sebagai bahan 

referensi pembuatan infografis. 

 

3 

Menelaah PP No 22 Tahun 

2021 dan merumuskannya 

sebagai konten kuisioner 

survey  

Rumusan konten 

kuisioner survey 

Kompeten : Menelaah PP No 22 

Tahun 2021 dengan cermat sesuai 

kaidah peraturan yang berlaku 

 

Harmonis : Menerima dan 

menghargai saran/masukan dari 

mentor dan rekan kerja 

 

Loyal : Berkomitmen untuk 

berpedoman pada peraturan yang 

berlaku dalam proses pembuatan 

survey pendahuluan 

 

Adaptif : Proaktif untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk survey dari seksi/ bidang lain 

untuk menghasilkan survey 

pendahuluan yang tepat sasaran 

 

Kolaboratif : Memberikan ruang 

bagi sasaran survey untuk 

memberikan tanggapan dan saran 

terkait pelayanan proses penerbitan 

persetujuan lingkungan selama tidak 

menyimpang dari peraturan yang 

berlaku 

4 

Membuat media survey 

berbasis online melalui 

googleform 

Tautan/ link google 

form untuk survey 

5 

Persiapan survey dan 

komunikasi dengan sasaran 

survey 

Jadwal survey (surat 

dinas), kontak 

responden/ 

narahubung dan tanda 

terima surat 

6 

Koordinasi dan pelaksanaan 

survey kemudian merekap 

hasilnya 

Hasil survey 

pendahuluan dan 

rekapannya 

 



 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

1 2 3 4 5 

2. 

Membuat infografis alur layanan dan 

persyaratan persetujuan lingkungan kemudian 

publikasi melalui media standing banner, 

brosur leaflet, web, dan instagram. 

 

1 

Melakukan konsultasi 

dengan mentor dan rekan 

kerja terkait 

Catatan konsultasi 

Berorientasi Pelayanan : 

Berusaha membuat infografis 

yang berorientasi untuk 

membantu dan memenuhi 

kebutuhan pemohon izin 

 

Akuntabel : Memanfaatkan dan 

mempergunakan fungsi web 

DLH Bontang secara 

bertanggungjawab seperti 

mengunggah infografis yang 

tidak menyinggung SARA 

 

Kompeten : Giat melakukan 

percobaan pembuatan berbagai 

desain infografis untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik 

 

Harmonis : Memasukkan 

substansi PP No 22 Tahun 2021 

ke dalam infografis tanpa 

membedakan instansi/ 

organisasi pemohon usaha/ 

kegiatannya 

 

 

2 

Menelaah hasil survey 

pendahuluan dan substansi 

PP No 22 Tahun 2021 dan 

merumuskannya sebagai 

konten infografis 

Hasil telaah hasil 

survey pendahuluan 

dan substansi PP No 

22 Tahun 2021 

3 

Mencari referensi desain 

yang akan digunakan untuk 

media publikasi 

Referensi desain 

4 

Membuat desain infografis 

pada media publikasi 

(standing banner, brosur 

leaflet, unggahan melalui 

web dan IG resmi DLH) 

Desain untuk 

publikasi 

 



 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

2. 

Membuat infografis alur layanan dan 

persyaratan persetujuan lingkungan 

kemudian publikasi melalui media 

standing banner, brosur leaflet, web, dan 

instagram. 

5 

Finalisasi desain untuk 

publikasi dan meminta 

approval mentor 

Desain siap publikasi 

dan approval mentor 

Loyal : Berkomitmen membuat 

infografis yang memudahkan 

pelaku usaha/ kegiatan mengurus 

proses perizinan persetujuan 

lingkungan 

 

Adaptif dan Kolaboratif : Aktif 

bekerjasama dengan meminta 

saran/ tanggapan dari mentor dan 

rekan kerja lain untuk 

menghasilkan media publikasi 

yang informatif dan efektif 

 

6 

Melakukan survey tanggapan 

publikasi kepada responden 

pada survey pendahuluan 

kemudian merekapnya 

Pelaksanaan survey 

dan rekapan 

tanggapan 

3. 

Optimalisasi layanan persetujuan 

lingkungan melalui pengarsipan/ 

inventarisasi rekam jejak (history) proses 

penilaian dokumen lingkungan dan 

penataan buku kunjungan. 

 

1 
Melakukan konsultasi dengan 

mentor dan rekan kerja terkait 
Catatan Konsultasi 

Berorientasi Pelayanan : 

Berusaha membuat sistem 

pembukuan rekam jejak 

pelayanan yang akan 

memudahkan bagian/ bidang 

lain yang membutuhkan 

 

Akuntabel : Menggunakan 

fasilitas printer dan kertas kantor 

untuk kebutuhan mentoring/ uji 

coba secara bertanggungjawab, 

efektif dan efisien 

 

 

2 

Mencari referensi terkait 

penomoran arsip standar dan 

penataan buku kunjungan 

Referensi pengarsipan  

standar dan referensi 

pembukuan kunjungan 

3 

Melakukan penomoran arsip 

rekam jejak (history) proses 

penilaian dokumen lingkungan 

secara manual dan melakukan 

perbaikan penomoran berkala 

jika terdapat perubahan 

Sampel penomoran 

arsip rekam jejak 

(history) secara 

manual 



 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

3. 

Optimalisasi layanan persetujuan 

lingkungan melalui pengarsipan/ 

inventarisasi rekam jejak (history) proses 

penilaian dokumen lingkungan dan 

penataan buku kunjungan. 

4 

Melakukan penataan buku 

kunjungan dan pengkondisian 

tempat kunjungan konsultasi 

Buku kunjungan dan 

tata letak tempat 

kunjungan konsultasi 

Kompeten : Memanfaatkan 

kegiatan sistem pembukuan sebagai 

sarana peningkatan kompetensi 

inventarisasi data sesuai tugas 

jabatan 

 

Harmonis : Membantu rekan satu 

seksi dalam mengarsipkan data 

rekam jejak layanan 

 

Loyal : Merahasiakan arsip rekam 

jejak terkait bukti kronologis 

layanan sebagai data internal untuk 

mencegah penyalahgunaan data 

 

Adaptif : Proaktif meminta 

masukan kepada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian terkait 

teknis yang efektif untuk diadaptasi 

pada rekam jejak layanan di Seksi 

Pengkajian Dampak Lingkungan 

 

Kolaboratif : Memberikan 

kesempatan kepada rekan satu 

bidang untuk memberi masukan 

sistem pembukuan/ arsip yang 

universal agar dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau 

sinkronisasi dengan sistem 

pembukuan bidang/ bagian lain 

5 

Finalisasi model pengarsipan/ 

inventarisasi dan membuat 

sampel arsip digital 

Rancangan akhir 

pengarsipan dan 

membuat sampel arsip 

digital 

 



 

 

NO 

KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

1 2 3 4 5 

4. 

Sosialisasi kegiatan Latsar melalui mekanisme 

pemaparan dan diskusi kepada internal Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

 

 

 

1 

Melakukan konsultasi 

dengan mentor dan rekan 

kerja terkait 

Catatan konsultasi 

Berorientasi Pelayanan : 

Memberikan respon yang baik 

terhadap pertanyaan/ saran/ 

tanggapan yang diberikan oleh 

peserta sosialisasi 

 

Akuntabel : Menggunakan 

fasilitas ruang rapat Adipura 

dengan bertanggung jawab 

dengan mematikan peralatannya 

apabila telah selesai digunakan 

 

Kompeten : Memaparkan 

produk hasil kegiatan aktualiasi 

dengan jelas dan efektif kepada 

peserta sosialisasi 

 

Harmonis : Menerima dan 

menghargai saran/masukan dari 

peserta sosialisasi 

 

Loyal : Berdedikasi untuk 

menemukan cara meningkatkan 

kualitas dan kontinyuitas hasil 

kegiatan aktualisasi juga 

mengintegrasikannya ke dalam 

pelaksanaan tugas fungsi jabatan 

2 
Membuat surat undangan 

perihal kegiatan sosialisasi  

Surat undangan 

kegiatan sosialisasi 

3 

Melaksanakan kegiatan 

sosialisasi pelaksanaan 

kegiatan Latsar 

Kegiatan sosialisasi  

4 
Mendokumentasikan hasil 

kegiatan sosialisasi 

Daftar hadir 

sosisalisasi dan 

dokumentasi foto 



 

 

 

NO KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN OUTPUT/HASIL 

KETERKAITAN 

SUBSTANSI DENGAN 

NILAI DASAR ASN 

1 2 3 4 5 

4. 

Sosialisasi kegiatan Latsar melalui mekanisme 

pemaparan dan diskusi kepada internal Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

5 
Merekap tanggapan/ saran 

dari peserta sosisalisasi 

Rekap saran/ 

tanggapan peserta 

sosialisasi 

 

Adaptif : Proaktif meminta 

saran tanggapan kepada peserta 

sosialisasi selama sosialiasi atau 

setelah sosialiasi apabila 

dibutuhkan sebagai bahan 

evaluasi 

 

Kolaboratif : Memberikan 

kesempatan kepada peserta 

sosialisasi untuk memberi 

tanggapan, masukan, ataupun 

pertanyaan terkait produk hasil 

kegiatan aktualisasi 

 

 

 



 

 

Jadwal Perencanaan Aktualisasi 

No Kegiatan Gagasan Pemecahan Isu 

Rencana Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan 

Juni Juli 

Minggu ke- 

(Tanggal) 

I II III IV I II 

1 
Melakukan survey pendahuluan terkait proses layanan persetujuan lingkungan sebagai bahan 

referensi pembuatan infografis 

08 - 13 

Juni 
    

2 
Membuat infografis alur layanan dan persyaratan persetujuan lingkungan kemudian publikasi 

melalui media standing banner, brosur leaflet, web, dan instagram 
 14 Juni – 04 Juli  

3 
Optimalisasi layanan persetujuan lingkungan melalui pengarsipan/ inventarisasi rekam jejak 

(history) proses penilaian dokumen lingkungan dan penataan buku kunjungan 
  21 Juni – 05 Juli  

4 
Sosialisasi kegiatan Latsar melalui mekanisme pemaparan dan diskusi kepada internal Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang 
    

06 – 12 

Juli 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN KEGIATAN I: 

1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 

2. Mendata sasaran survey yaitu pelaku usaha/ non-pelaku usaha yang 

menggunakan layanan tahun 2021-2022 

3. Persiapan survey dan komunikasi dengan sasaran survey  

4. Membuat media survey berbasis online melalui googleform 

5. Persiapan survey dan komunikasi dengan sasaran survey 

6. Koordinasi dan pelaksanaan survey kemudian merekap hasilnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Mengajukan ide sasaran survey 

berdasarkan pengguna layanan 

kategori tahun 2021-2022 yang 

tidak sedang bermasalah prosesnya 

secara peraturan perundangan 

kepada rekan kerja yang lebih 

kompeten pada topik persetujuan 

lingkungan (Ibu Asa). 

 

Output: 

• Catatan konsultasi:  

{ Perbaikan terminologi (istilah) 

agar disesuaikan ulang dengan PP 

No 22 Tahun 2021. Sasaran survey 

menyesuaikan dengan 

pemrakarsanya (pelaku usaha dan 

non-pelaku usaha), jangan 

berdasarkan usaha/ kegiatan agar 

tidak rancu.} 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK) 

• Berorientasi pelayanan (bersikap ramah terhadap rekan kerja) 

• Harmonis (menghargai waktu rekan kerja dengan menyesuaikan waktu 

konsultasi) 

TAHAPAN 1 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Membuka arsip di kantor 

(komputer bidang) / meminta data 

dari rekan kerja satu bidang yang 

bertugas di pelayanan persetujuan 

lingkungan. Merevisi data sasaran 

survey berdasarkan pelaku usaha 

dan non-pelaku usaha. 

 

Output: 

• Daftar final sasaran survey 

 

 

 

 

 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Akuntabel (menggunakan komputer kantor dengan bertanggungjawab) 

• Adaptif (menyesuaikan daftar sasaran survey agar tidak terkendala 

usaha/ kegiatan yang sedang dalam kasus) 

 

TAHAPAN 2 

Mendata sasaran survey yaitu pelaku usaha/ non-pelaku usaha yang menggunakan 

layanan tahun 2021-2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Menelaah tahapan/ proses dan 

persyaratan persetujuan lingkungan pada 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 

Tahun 2021 untuk membuat panduan 

kuisioner. Berdiskusi dengan rekan kerja 

yang kompeten pada pelayanan 

persetujuan lingkungan terkait hasil 

telaah PP No 22 Tahun 2021. 

 

Output: 

• Telaah PP nomor 22 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

 

 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (bersikap ramah terhadap rekan kerja saat konsultasi) 

• Kompeten (menelaah PP no 22 tahun 2021 dengan cermat agar didapatkan 

kuisioner yang mengedukasi) 

• Loyal (berkomitmen membuat survey yang berdasarkan substansi PP no 22 tahun 

2021) 

• Adaptif (proaktif menyesuaikan kegiatan dan informasi pelayanan berdasarkan 

peraturan terbaru yaitu PP no 22 tahun 2021) 

TAHAPAN 3 

Menelaah PP No 22 Tahun 2021 dan merumuskannya sebagai konten kuisioner 

survey 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Membuat draf konten kuisioner dan 

mengkonsultasikannya dengan mentor 

(Bapak Syapriansyah); Membuat media 

survey berbasis online melalui googleform. 

Berkonsultasi dengan bagian umum dan 

perencanaan terkait surat permohonan 

pengisian kuisioner survey; Merevisi draf 

kuisioner di googleform; Finalisasi kuisioner 

survey berbasis online di googleform kepada 

mentor dan rekan kerja terkait; Finalisasi 

surat permohonan pengisian kuisioner. 

 

 

Output: 

• Surat permintaan pengisian kuisioner 

survey (surat dinas) 

• Catatan konsultasi:  

{ Survey agar ditambahkan juga kepuasan 

pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bontang} 

• Link/ tautan googleform 

(https://bit.ly/SurveyPerlingDLHBon

tang) dari kuisioner survey berjudul 

“Survey Wawasan dan Kepusasan 

Pengguna Layanan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang. 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (bersikap santun terhadap atasan saat berkonsultasi) 

• Harmonis (menghargai waktu rekan kerja dengan menyesuaikan waktu konsultasi) 

• Loyal (membuat kuisioner berpedoman kepada substansi PP no 22 tahun 2021) 

• Kolaboratif (bekerjasama menerima masukan bidang umum dan perencanaan untuk 

menambahkan survey kepuasan pengguna layanan atas nama dinas, bukan hanya atas 

nama bidang) 

TAHAPAN 4 

Membuat media survey berbasis online melalui googleform 

https://bit.ly/SurveyPerlingDLHBontang
https://bit.ly/SurveyPerlingDLHBontang


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Komunikasi dan koordinasi dengan 

sasaran survey terkait kegiatan dan jadwal 

survey. Menyebarkan surat permintaan 

pengisian survey dan meminta koordinasi 

pelaksanaan survey dengan sasaran 

survey melalui pengumpulan kontak 

pada tanda terima.  

 

Output: 

• Konfirmasi atas status dan 

informasi kontak pelaku usaha 

• Tanda terima surat permintaan 

pengisian survey 

 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (bersikap ramah saat mengantarkan surat permintaan 

pengisian survey) 

• Akuntabel (meminta dokumentasi foto serah terima surat dan meminta tanda 

terima surat permintaan pengisian survey) 

• Harmonis (menghargai sasaran survey dengan mengantar surat langsung untuk 

meminta kesediaan sasaran survey mengisi kuisioner survey) 

 

TAHAPAN 5 

Persiapan survey dan komunikasi dengan sasaran survey 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Mengirimkan chat Whatsapp berisi link 

tautan survey (googleform) kepada sasaran 

sampel yang telah menerima surat dinas. 

Melakukan follow up sasaran survey yang 

belum mengisi kuisioner. Berkomunikasi 

dengan pihak Kelurahan Tanjung Laut untuk 

menanyakan status pelaku usaha CV. Bunda 

Sahidah, tidak didapatkan informasi kontak 

dan alamat perusahaan; 

 

Output: 

• Hasil survey 

• Status sasaran survey yang tidak 

dapat dikontak/ tidak mengisi 

survey. 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (membuatkan chat WA yang memudahkan sasaran survey 

terhubung ke link/ tautan googleform) 

• Harmonis (menghargai waktu sasaran survey dengan menyesuaikan waktu follow up 

pengisian kuisioner) 

• Adaptif (proaktif membantu pengisian kuisioner sasaran survey dengan membuatkan chat 

WA untuk mengantisipasi hasil fotokopi surat yang tidak terbaca/ responden tidak sempat 

mengetik) 

• Kolaboratif (Memberikan ruang bagi sasaran survey untuk memberikan tanggapan dan 

saran terkait pelayanan proses penerbitan persetujuan lingkungan selama tidak menyimpang 

dari peraturan yang berlaku) 

TAHAPAN 6 

Koordinasi dan pelaksanaan survey kemudian merekap hasilnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat Kegiatan I: 

1. Mendapatkan informasi subjektif wawasan persetujuan lingkungan bagi pengguna 

layanan. 

2. Mendapatkan informasi mengenai kebutuhan media publikasi informasi bagi pengguna 

layanan persetujuan lingkungan 

Hambatan Kegiatan I: 

1. Telaah peraturan baru cukup sulit karena teknis pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan 

belum ditentukan dalam peraturan lebih spesifik sehingga memakan cukup banyak waktu 

dalam menyusunnya; 

2. Kesulitan mendapatkan kesediaan beberapa sasaran survey untuk pengisian kuisioner terkait 

imbal balik; 

3. Dilema untuk memberikan pertanyaan spesifik karena akan memberatkan sasaran survey dari 

segi waktu dan tenaga dan hasilnya tidak dapat menjadi informasi yang utuh. 

4. Data tidak dapat dihitung secara kuantitatif karena bersifat subjektif (pertanyaan retorik ya dan 

tidak). 

5.  

Strategi Mengatasi Hambatan Kegiatan I: 

1. Mempersempit lingkup pembahasan sehingga tidak mempersulit pelaksanaan survey, misalnya 

dengan mengurangi pertanyaan tetapi dapat spesifik memberikan gambaran informasi secara 

kuantitatif 

2. Berkonsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait agar diperoleh teknis menyusun daftar 

kuisioner yang dapat diproses secara kuantitatif  

3. Melakukan survey secara langsung dengan sampel yang lebih sedikit dan sasaran ditentukan 

berdasarkan sektor, bukan berdasarkan tahun (representasi sektor). 

4. Pelaksanaan survey perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan secara langsung, bukan melalui 

daring (online). 

5.  

REVIEW KEGIATAN I 

Manfaat, Hambatan, dan Strategi Mengatasi 

Hambatan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN KEGIATAN II: 

1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait  

2. Menelaah hasil survey pendahuluan dan substansi PP No 22 Tahun 2021 dan 

merumuskannya sebagai konten infografis  

3. Mencari referensi desain yang akan digunakan untuk media publikasi  

4. Membuat desain infografis pada media publikasi (standing banner, brosur leaflet, 

unggahan melalui web dan IG resmi DLH)  

5. Finalisasi desain untuk publikasi dan meminta approval mentor  

6. Melakukan survey tanggapan publikasi kepada responden pada survey 

pendahuluan kemudian merekapnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Konsultasi desain dan konten standing banner, brosur leaflet, dan mini poster 

buku kunjungan kepada mentor (Bapak Syapriansyah).   

 

Output: 

• Catatan konsultasi mentor : 

{Standing banner mencakup informasi yang ringkas dan jelas namun tidak 

menghilangkan substansi dari peraturan. Informasi lebih detail dapat 

dimasukkan di postingan web/ brosur leaflet; Mini poster diletakkan di 

tempat yang mudah terlihat dan dekat dengan meja konsultasi. } 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (bersikap santun dan ramah saat berkonsultasi 

dengan mentor dan rekan kerja) 

• Harmonis (menghargai waktu mentor dan rekan kerja dengan 

menyesuaikan waktu konsultasi infografis) 

• Kolaboratif (proaktif meminta masukan rekan kerja yang kompeten di 

pelayanan/ keilmuan tentang substansi persetujuan lingkungan) 

 

 

TAHAPAN 1 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Menelaah detail tahapan/ alur proses 

dan persyaratan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup untuk membuat 

bahan infografis; 

Berdiskusi dengan rekan kerja satu 

bidang yang lebih kompeten pada 

pelayanan persetujuan lingkungan 

(Ibu Aknan) terkait hasil telaah PP No 

22 Tahun 2021 

 

Output: 

• Tahapan proses dan persyaratan persetujuan lingkungan untuk bahan infografis 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (menghasilkan informasi yang edukatif dan memudahkan 

pengguna layanan persetujuan lingkungan baik pelaku usaha atau non-pelaku usaha) 

• Kompeten (menelaah PP no 22 tahun 2021 dengan cermat agar didapatkan alur proses dan 

persyaratan pelayanan persetujuan lingkungan yang tepat) 

• Loyal (berkomitmen mengusahakan penyampaian informasi alur proses dan persyaratan 

persetujuan lingkungan yang seakurat dan selugas mungkin berdasarkan substansi PP no 

22 tahun 2021) 

• Adaptif (proaktif menyesuaikan kegiatan dan informasi pelayanan berdasarkan peraturan 

terbaru yaitu PP no 22 tahun 2021) 

• Kolaboratif (menerima masukan rekan kerja yang kompeten di pelayanan/ keilmuan tentang 

substansi persetujuan lingkungan dan juga rekan kerja yang berpengalaman pada publikasi 

informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang) 

TAHAPAN 2 

Menelaah hasil survey pendahuluan dan substansi PP No 22 Tahun 2021 

dan merumuskannya sebagai konten infografis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Mencari referensi desain yang menarik dan informatif menggunakan website pencari 

maupun sosial media kemudian mencoba mengaplikasikannya pada website canva 

 

Output: 

• Referensi pada website canva 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Kompeten (mencari referensi desain dan mencoba mengaplikasinya dengan sebaik 

mungkin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 3 

Mencari referensi desain yang akan digunakan untuk media 

publikasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Membuat bagan alir proses dan persyaratan persetujuan lingkungan kemudian 

dikonsultasikan dengan rekan kerja yang lebih kompeten pada topik persetujuan 

lingkungan (Ibu Aknan, Bapak Fathul, Ibu Nia) dan kepada mentor (Bapak Syapriansyah). 

Merevisi desain dan konten publikasi sesuai dengan saran-saran yang diberikan. 

 

Output: 

Desain awal infografis 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (berkonsultasi kepada rekan kerja dan mentor dengan 

santun) 

• Kompeten (membuat tampilan desain dan konten informasi persetujuan lingkungan 

dengan sebaik mungkin) 

• Harmonis (menyampaikan informasi alur proses dan persyaratan persetujuan 

lingkungan yang sama dan apa adanya sesuai substansi PP no 22 tahun 2021 tanpa 

membedakan pelaku usaha dan non-pelaku usaha) 

• Loyal (berkomitmen membuat publikasi yang mengedukasi terkait persetujuan 

lingkungan sesuai substansi PP no 22 tahun 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 4 

Membuat desain infografis pada media publikasi (standing banner, brosur 

leaflet, unggahan melalui web dan IG resmi DLH) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Menyampaikan hasil final desain standing banner, brosur leaflet, dan unggahan melalui 

instagram maupun website DLH Kota Bontang kepada mentor (Bapak Syapriansyah) 

 

Output: 

Desain infografis untuk publikasi 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (berkonsultasi kepada rekan kerja dan mentor dengan 

santun) 

• Akuntabel (melaporkan progres akhir pembuatan infografis pada berbagai media 

publikasi) 

• Harmonis (menerima saran dan tanggapan dari mentor dan rekan kerja yang 

bertugas melakukan publikasi informasi DLH Kota Bontang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 5 

Finalisasi desain untuk publikasi dan meminta approval mentor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Publikasi infografis pada semua media dan meminta tanggapan pada pesan WhatsApp. 

Mencetak standing banner dan leaflet kemudian meletakkannya di posisi yang disepakati 

bersama rekan kerja di pelayanan dokumen lingkungan Bidang Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Pengkajian Dampak Lingkungan.  

 

Output: 

Tangkapan layar chat WhatsApp 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (mengirimkan permintaan tanggapan publikasi melalui chat 

WA kepada pelaku usaha dengan bahasa yang santun) 

• Akuntabel (melaporkan kegiatan publikasi kepada mentor) 

• Harmonis (menyepakati peletakan posisi standing banner dengan rekan kerja 

pelayanan dokumen lingkungan) 

• Kolaboratif (bekerjasama dengan rekan kerja yang bertugas melakukan publikasi 

informasi melalui instagram dan web resmi DLH Kota Bontang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 6 

Melakukan survey tanggapan publikasi kepada responden pada survey 

pendahuluan kemudian merekapnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIEW KEGIATAN II 

Manfaat, Hambatan, dan Strategi Mengatasi 

Hambatan 

Strategi Mengatasi Hambatan Kegiatan II: 

1. Berkonsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait agar penyampaian informasi lugas dan 

sederhana tetapi meminimalkan risiko untuk dimanfaatkan oleh oknum  

2. Berkolaborasi dengan rekan kerja yang bertugas melakukan publikasi informasi sehingga lebih 

banyak memberikan informasi secara naratif-visual yang singkat dan lebih sering untuk 

membantu memahami bagan alir proses layanan persetujuan lingkungan.. 

Hambatan Kegiatan II: 

1. Telaah peraturan baru cukup sulit karena teknis pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan 

belum ditentukan dalam peraturan lebih spesifik sehingga memakan cukup banyak waktu 

dalam menyusun bagan alir proses dan persyaratan yang dibutuhkan; 

2. Kesulitan mendapatkan kesediaan beberapa sasaran survey untuk pengisian kuisioner terkait 

imbal balik; 

3. Tantangan untuk memberikan informasi yang sederhana tetapi tidak disalahartikan/ 

dimanfaatkan oleh oknum pengguna layanan persetujuan lingkungan. 

4. Topik bahasan tentang peraturan cukup sulit untuk dapat dipahami oleh orang awam sehingga 

setelah disederhanakan pun akan tetap sulit untuk dipahami. 

Manfaat Kegiatan II: 

1. Memberikan edukasi terkait layanan persetujuan lingkungan untuk meningkatkan kesiapan 

pengguna layanan DLH Kota Bontang 

2. Sebagai sarana untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan persetujuan lingkungan di 

DLH Kota Bontang (melalui penyediaan informasi) 

3.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN KEGIATAN III: 

1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait  

2. Mencari referensi terkait penomoran arsip standar dan penataan buku 

kunjungan  

3. Melakukan penomoran arsip rekam jejak (history) proses penilaian dokumen 

lingkungan secara manual dan melakukan perbaikan penomoran berkala jika 

terdapat perubahan  

4. Melakukan penataan buku kunjungan dan pengkondisian tempat kunjungan 

konsultasi  

5. Finalisasi model pengarsipan/ inventarisasi dan membuat sampel arsip digital 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja 

terkait. Didapatkan masukan dari mentor bahwa 

pengarsipan fungsinya untuk memudahkan pengusutan 

berkas sehingga perlu penyesuaian sesuai pengelola dan 

kategori arsipnya, buat ceklist tiap kegiatan sebagai 

sampelnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 1 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Mencari referensi terkait sistem pembukuan layanan. 

Dilakukan pembuatan buku kunjungan khusus yang tidak 

tercampur dan pembuatan mini poster yang diletakkan di 

tempat konsultasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 2 

Mencari referensi terkait penomoran arsip standar dan penataan 

buku kunjungan 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Membuat sistem pengkodean rekam jejak, menyesuaikan 

antara berkas bukti dan kotak/ bantex arsip tempat 

menyimpan berkas. Berdasarkan perbandingan hasil 

pembuatan konsep awal, terdapat saran dari rekan kerja di 

bidang umum dan perencanaan pengarsipan agar 

mengadaptasai sesuai dengan standar nasional yaitu data 

per tahun kemudian dikhususkan lebih lanjut dengan 

bulan masuk proses dan kegiatannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 3 

Melakukan penomoran arsip rekam jejak (history) proses penilaian 

dokumen lingkungan secara manual dan melakukan perbaikan penomoran 

berkala jika terdapat perubahan 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Koordinasi dengan rekan kerja lain untuk meminta saran/ 

tanggapan terkait sistem pembukuan berupa pengkodean 

rekam jejak yang dibuat. Pengarsipan merupakan tugas 

arsiparis sehingga untuk sementara dapat dimodifikasi 

sesuai dengan bidang masing2 sebagai tahap awal arsip 

terintegrasi. 

 

 

 

TAHAPAN 4 

Melakukan penataan buku kunjungan dan pengkondisian 

tempat kunjungan konsultasi 

penomoran berkala jika terdapat perubahan 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Finalisasi sistem pembukuan dalam bentuk pengkodean 

rekam jejak dan meminta approval mentor. Dapat 

dilaksanakan dan dilakukan update apabila diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 5 

Finalisasi model pengarsipan/ inventarisasi dan membuat sampel 

arsip digital penomoran berkala jika terdapat perubahan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIEW KEGIATAN III 

Manfaat, Hambatan, dan Strategi Mengatasi 

Hambatan 

Manfaat Kegiatan III: 

1. Apabila tahapan pengarsipan berhasil diterapkan dapat dijadikan percontohan untuk bidang 

lain. Kegiatan ini dapat membantu tugas calon arsiparis di kemudian hari. 

2. Pengarsipan history yang tertata memungkinkan pengusutan berkas yang lebih cepat saat 

terjadi sengketa lingkungan hidup. 

3. Apabila tahapan penataan buku kunjungan berhasil, maka data kunjungan dapat dilaporkan 

kepada bagian umum dan perencanaan secara berkala untuk evaluasi internal terkait pelayanan 

masyarakat. 

Hambatan Kegiatan III: 

1. Arsip banyak yang tidak lengkap karena hilang ketika perpindahan kantor maupun kerusakan 

komputer. 

2. Kegiatan membuat kronologis proses tidak dilakukan pada setiap kegiatan karena keterbatasan 

sumber daya manusia sehingga crosscheck urutan tahapan berpotensi untuk meleset karena 

hanya berdasarkan tanggal masuk surat/ berkas. 

3. Pembukuan kunjungan belum memiliki SOP sehingga belum ada standar yang ditetapkan oleh 

DLH Kota Bontang. 

Strategi Mengatasi Hambatan Kegiatan III: 

1. Pengarsipan dapat dilanjutkan dengan mengkaji ulang berdasarkan tahun dan memodifikasi 

sesuai bidang dengan catatan mengikuti panduan umum standar arsip nasional. 

2. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor dan rekan kerja terkait penetapan prioritas 

pembuatan kronologis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN KEGIATAN IV: 

1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 

2. Membuat surat undangan perihal kegiatan sosialisasi 

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Latsar 

4. Mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi 

5. Mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi 

 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait. Koordinasi dengan sesama 

rekan kerja CPNS untuk menemukan yang memiliki kegiatan serupa sosialisasi internal 

sehingga dapat disinkronisasikan dalam satu kegiatan sosialisasi sesuai arahan mentor. 

Koordinasi dan konsultasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui pesan 

WhatsApp. 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ramah dan santun) 

• Akuntabel (melakukan efisiensi waktu kerja di DLH Kota Bontang dengan 

melakukan sinkronisasi kegiatan serupa sosialisasi antar sesama rekan CPNS 

dalam satu kegiatan) 

• Harmonis (saling memberikan saran dan bermufakat dengan rekan kerja CPNS 

lainnya terkait kesepakatan rencana sosialisasi) 

• Adaptif (menyesuaikan diri pada rencana sinkronisasi kegiatan sosialisasi dengan 

rekan kerja CPNS lainnya) 

• Kolaboratif (melakukan kolaborasi kegiatan sosialisasi dengan rekan kerja CPNS 

lainnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 1 

Melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Membuat surat undangan rapat internal perihal sosialisasi. Dilakukan dengan membagi 

tugas yaitu pembuatan draf surat undangan, komunikasi perihal nomor surat dan jadwal 

kepala dinas, penyebaran undangan di grup pegawai DLH, dan persiapan teknis sosialisasi 

maupun koordinasi pelaksanaan sosialisasi dengan peserta sosialisasi pada waktu 

pelaksanaan (hari-H).  

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (berkoordinasi kepada peserta sosialisasi dengan santun 

dan ramah) 

• Akuntabel (membuat arsip surat kegiatan sosialisasi) 

• Kompeten (mengerjakan tugas yang telah disepakati dengan sebaik mungkin) 

• Adaptif (proaktif mengajak pegawai DLH Kota Bontang untuk menjadi peserta 

sosialisasi pada waktu pelaksanaan (hari-H)) 

• Kolaboratif (berkoordinasi dan berbagi tugas dengan sebaik mungkin agar 

pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 2 

Membuat surat undangan perihal kegiatan sosialisasi 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Melaksanakan sosialisasi dan meminta saran/ tanggapan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

dilakukan di ruang kerja jabatan fungsional tertentu; Mengumpulkan dan mencatat saran 

dan tanggapan peserta sosialisasi pada saat pelaksanaan sosialisasi. 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (berkoordinasi kepada peserta sosialisasi dengan santun 

dan ramah) 

• Akuntabel (membuat arsip surat kegiatan sosialisasi) 

• Kompeten (mengerjakan tugas yang telah disepakati dengan sebaik mungkin) 

• Harmonis (bergantian dengan rekan kerja CPNS lain dalam melakukan 

penyampaian materi sosialisasi (presentasi)) 

• Adaptif (proaktif mengajak pegawai DLH Kota Bontang untuk menjadi peserta 

sosialisasi pada waktu pelaksanaan (hari-H)) 

• Kolaboratif (berkoordinasi dan berbagi tugas dengan sebaik mungkin agar 

pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 3 

Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Latsar 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi. Dilakukan melalui pengisian daftar hadir 

dan pengambilan foto kegiatan. 

 

Keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN (BerAKHLAK): 

• Berorientasi pelayanan (memberikan respons yang baik kepada peserta sosialisasi 

yang menyampaikan pertanyaan/ tanggapan/ saran pada saat pelaksanaan 

sosialisasi) 

• Akuntabel (melakukan dokumentasi pengambilan foto sebagai bukti pelaksanaan 

kegiatan) 

• Kolaboratif (bekerjasama dengan CPNS lain untuk meminta bantuan 

mendokumentasikan pada saat presentasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 4 

Mendokumentasikan hasil kegiatan sosialisasi 



 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahapan: 

Merekap catatan tanngapan/ saran dari peserta sosialisasi versi tulisan tangan. Catatan 

dalam bentuk tulisan tangan kemudian dirapikan ulang ke dalam aplikasi pengolah data 

(Ms. Word). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPAN 5 

Merekap tanggapan/ saran dari peserta sosisalisasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat Kegiatan IV: 

1. Mendapatkan saran pelaksanaan kegiatan yang lebih tertata dan inovatif 

2. Sarana berdiskusi dan memperkenalkan gagasan/ ide untuk inovasi kegiatan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bontang 

Hambatan Kegiatan IV: 

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berpotensi bersamaan dengan kegiatan di dalam dinas 

sehingga mengurangi peserta sosialisasi 

2. Hal teknis terduga kadang terjadi sehingga menghambat kegiatan sosialisasi. 

Strategi Mengatasi Hambatan Kegiatan IV: 

1. Melaksanakan kegiatan survey sesuai kategori topik agar dapat mempersempit peserta 

survey 

2. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor dan rekan kerja terkait hal teknis agar 

pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan lancar 

REVIEW KEGIATAN IV 

Manfaat, Hambatan, dan Strategi Mengatasi 

Hambatan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan kegiatan aktualisasi ini, penulis terbantu untuk memahami 

tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik. 

Dimulai dari penentuan isu belum optimalnya pelayanan dan inventarisasi rekam jejak 

(history) data pelayanan pada proses layanan persetujuan lingkungan di bidang konservasi 

sumber daya alam dan pengkajian dampak lingkungan hingga terlaksananya gagasan 

Optimalisasi Proses Layanan Persetujuan Lingkungan melalui Pembuatan “PETA 

LAYANGAN” (Inventarisasi Data Pelayanan dan Infografis Persetujuan 

Lingkungan) sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang, tidak lepas dari penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK. 

Menunjang pelaksanaan gagasan tersebut, dilakukan empat kegiatan. Pertama, melakukan 

survey pendahuluan terkait proses layanan persetujuan lingkungan sebagai bahan referensi 

pembuatan infografis, Kedua, membuat infografis alur layanan dan persyaratan persetujuan 

lingkungan kemudian publikasi melalui media standing banner, brosur leaflet, web, dan 

instagram. Ketiga, optimalisasi layanan persetujuan lingkungan melalui pengarsipan/ 

inventarisasi rekam jejak (history) proses penilaian dokumen lingkungan dan penataan 

buku kunjungan. Keempat, sosialisasi kegiatan Latsar melalui mekanisme pemaparan dan 

diskusi kepada internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Dihasilkannya output 

berupa infografis persetujuan lingkungan dan penomoran rekam jejak penilaian dokumen 

lingkungan diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan persetujuan lingkungan 

di kemudian hari. 

 

REKOMENDASI 

Aktualisasi pembuatan “Peta Layangan” ini diharapkan dapat berkelanjutan dan 

diintegrasikan dengan kegiatan yang telah ada di Dinas Lingkungan Hidup. Pada 

penuntasan isu lain yang tidak terpilih yakni belum optimalnya inventarisasi data 

keanekaragaman hayati di seksi konservasi sumber daya alam adalah pembuatan katalog 

family dari flora dan fauna dengan penggunaan data sekunder terlebih dahulu sembari 

menunggu pengadaan sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi jabatannya.  

Selanjutnya penuntasan isu belum terdapat inventarisasi hasil kegiatan pemulihan 

kerusakan lingkungan secara berkelanjutan yang telah dilakukan di bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan mendata secara garis besar 

kegiatan yang dilakukan per tahun dan memisahkannya berdasarkan kategori prioritas. 
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